ABSTRAK

Perkembangan pola kehidupan manusia dalam melangsungkan kegiatan usaha telah
melahirkan suatu tatanan baru, yaitu apa yang kita kenal dengan korporasi. pada kenyataannya,
keberadaan korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya tidaklah selalu taat dengan hukum
yang berlaku. Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh korporasi semakin beragam seiring
berkembang zaman, tidak lain adalah kejahatan tindak pidana korupsi.

Tujuan penelitian adalah untuk memahami kebijakan pertanggungjawaban pidana
korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yang belaku saat ini, serta untuk mengetahui dan
menganalisa pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor:
81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst.Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif
dengan pendekatan Undang-Undang, dimana spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat
deskrpitif analitis dan pengumpulan data yang digunakan secara studi pustaka.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi
dalam perkara tindak pidana korupsi yang belaku saat ini diatur dalam UU Tipikor dan Perma
Nomor 13 Tahun 2016, dimana formulasinya sudah cukup baik dan dapat diterapkan secara
optimal dalam praktik. Kemudian dalam perkara nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst.,
pertimbangan majelis hakim dalam putusan telah sesuai dengan kebijakan pertanggungjawaban
pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yang belaku saat ini.

Tekait saran, penulis menyarankan agar formulasi UU Tipikor berkenaan dengan
penjatuhan pidana terhadap korporasi segera diperbarui formulasinya. Serta untuk majelis
hakim dalam memutus perkara pidana dengan Terdakwa korporasi, agar lebih
mempertimbangkan dari segi teoritis tentang kedudukan korporasi sebagai subjek hukum
pidana.
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